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Bab |
Pendahuluan

Industri kelapa sawit di Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi nasional,
menghasilkan devisa dan lapangan kerja. Negara ini berkontribusi sebagail salah satu produsen minyak

sawit terbesar di dunia. Industri sawit dianggap penting bagi perekonomian nasional, karena

berkontribusi ke PDB sekitar 1,3% di tahun 2023". Berdasar data Kementerian Pertanian (Kementan)

mengestimasikan luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,83 juta hektar (ha) pada 2023.

Hal Ini tertuang dalam laporan Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023%.

Perluasan lahan sawit yang terus terjadi melalui ekspansi perusahan perkebunan menjadikan
ekspor sawit terus meningkat pada 2023, namun nilainya turun. Menurut laporan Statistik Indonesia
terbaru, volume ekspor minyak kelapa sawit nasional meningkat pada 2023, tapi nilai ekspornya turun.

Sepanjang 2023 volume ekspor minyak sawit Indonesia naik 4,84% (year-on-year/yoy) menjadi sekitar

27,5 juta ton.

Angka Inl merupakan yang tertinggl sejak pandemi 2020. Namun, nilal ekspornya pada 2023

mencapai US$23,97 miliar, merosot 19,08% (yoy) sekaligus paling rendah dalam tiga tahun terakhir?.

Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag), penurunan nilail tersebut dipengaruhi oleh naiknya

produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPQO) secara global, tapl permintaannya turun,

terutama dari India, Tiongkok, dan Uni Eropa.

Namun, Industri ini juga diwarnai berbagal permasalahan, termasuk pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM), kurangnya ftransparansi, dan pendanaan yang tidak berkelanjutan. Ekspansi

perkebunan sawit seringkall dikaitkan dengan perampasan tanah, penggusuran paksa, dan

kriminalisasi masyarakat adat. Petani kecil dan masyarakat adat seringkali kehilangan akses ke tanah

dan sumber daya alam mereka, yang berakibat pada penurunan mata pencaharian dan kualitas hidup.

Pada Catatan Akhir tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan bahwa perkebunan

sebagal sumber utama konflik, dengan bisnis sawit menjadi pemicu utamanya. KPA mencatat bahwa 88
dari total 108 letusan konflik di sektor perkebunan terkait industri sawit, menyumbang sekitar 82% dari

total konflik agraria di sektor perkebunan®.

https://www.bpdp.or.id/kabul-wijayanto-di-2023-sawit-masih-berkontribusi-bagi-perekonomian-negara-harga-cpo-dan-tbs-sawit-pun-cenderung-stabil
https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2021-2023

https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2024/03/05/ekspor-sawit-indonesia-meningkat-pada-2023-tapi-nilainya-turun
https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/
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Chapter |
Introduction

The palm oll industry In Indonesia plays a vital role in the national economy, generating foreign

state revenue and employment. Indonesia is one of the world's largest palm oil producers. The palm oll

Industry Is considered important for the national economy, contributing around 1.3% to GDP in 2023.""

Based on data from the Ministry of Agriculture, the estimated area of Indonesian palm oil plantations will
reach 16.83 million hectares (ha) in 2023. This Is stated in the 2021-2023 National Superior Plantation

Statistics report.’2

The continued extension of palm oll plantations through the expansion of plantation companies has
caused palm oll exports to continue to increase In 2023, but its value has decreased. According to the
latest Statistics Indonesia report, the volume of national palm oll exports increased in 2023, but its export
value decreased. Throughout 2023, Indonesia's palm oil export volume rose 4.84% (year-on-year/yoy)

to around 27.5 million tons.

This figure 1s the highest since the 2020 pandemic. However, its export value In 2023 reached
US$23.97 billion, dropping 19.08% (yoy) and the lowest in the last three years™. According to the
Ministry of Trade (Kemendag), the decline in value was influenced by the increase In global crude palm

oll (CPO) production, but demand for it fell, especially from India, China, and the European Union.

However, the industry Is also plagued by problems, including human rights violations, lack of
transparency, and unsustainable funding. Palm oll plantation expansion Is often associated with land
grabbing, forced evictions, and the criminalization of indigenous peoples. Smallholders and indigenous

peoples often lose access to their land and natural resources, resulting in a decline In livellhoods and

quality of life. In its 2023 Endnote, the Agrarian Reform Consortium reported that plantations are a major
source of conflict, with the palm oll business being the main trigger. The KPA noted that 88 of the total
108 outbreaks of conflict in the plantation sector were related to the palm oll industry , accounting for

around 82% of the total agrarian conflicts in the plantation sector'.

"https://www.bpdp.or.id/kabul-wijayanto-di-2023-sawit-masih-berkontribut-bagi-per Ekonomian-negara-harga-cpo-dan-tbs-sawit-pun-cenderung-stabil
“https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2021-2023
Phttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/05/ekspor-sawit-indonesia-meningkat-pada-2023-tapi-besarnya-turun
“https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-bahan-politik-2024/
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Industri sawit di Indonesia dikenal kurang transparan. Informasi mengenail kepemilikan lahan,

perizinan, dan dampak lingkungan sering kall tidak tersedia untuk publik. Hal ini menyulitkan upaya

untuk melacak pelanggaran HAM dan memastikan akuntablilitas industri. Temuan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Rl bahwa sebanyak 81% perkebunan sawit di Indonesia tidak memenuhi aturan

transparansi dan akuntablilitas yang berlaku. Contohnya mulal dari persoalan tidak adanya izin, hak

guna usaha (HGU) yang tidak sesual, serta pelaporan keuangan yang lebih kecil°.

Untuk mengantisipasi praktik pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terus terjadi,
beberapa upaya dilakukan untuk menghadang masalah tersebut dari tingkat global hingga nasional.
Pada Kebijakan Global, PBB tahun 2011 mengeluarkan UN Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGP) sebagal respons terhadap berbagal pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

yang dilakukan oleh perusahaan multinasional pada rantal nilainya. Pada 6 November 2023 pemerintah

Indonesia meluncurkan Perpres 60 tahun 2023 terkait Bisnis dan HAM dengan meratifikasi 3 prinsip
dasar UNGP yakni Profect (Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan iklim kebijakan
yang kondusif bagi bisnis yang menghormati HAM), Respect (Tanggung jawab Pelaku Usaha untuk
menghormati HAM), dan Remedy (Akses pemulihan bagl korban pelanggaran HAM yang terjadi di

ranah bisnis). Pada 20 Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi

Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) / Pembaruan dari Taksonomi Hijau Indonesia 2022 sebagai
upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pendanaan perusahaan kepada publik dengan
melakukan Kklasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan tujuan pembangunan

berkelanjutan yakni memenuhi tanggung jawab pada aspek lingkungan dan sosial.

Konsistensi sektor bisnis terhadap kepatuhan pada beberapa regulasi di atas perlu diuji di

lapangan. Selama 20 tahun konflik PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dengan warga
yang tak kunjung usal, hingga puncaknya munculnya Tragedi berdarah Seruyan menjadi pintu masuk
untuk mengural dan merumuskan agenda penyelesalan kedepan. Pada sisi dampak ekologis, tata
kelola sawit yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan tutupan hutan tropis. Berdasarkan
laporan Global Forest Watch, sejak tahun 2001 hingga 2022, Seruyan kehilangan 408 kha tutupan

pohon, setara dengan penurunan 28% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 283 Mt

https://www.tempo.co/dw/654 7/sejauh-mana-transparansi-tata-kelola-sawit-di-indonesia
°Peta Kehilangan tutupan pohon di Seruyan, Kalimantan Tengah, Indonesia (2023).
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/14/13/
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The palm oll industry in Indonesia I1s notoriously lacking In transparency. Information on land
ownership, permits, and environmental impacts Is often not publicly available. This makes It difficult to
track human rights violations and ensure industry accountability. The Indonesian Indonesian Audit
Board (BPK) found that 81% of palm oll plantations Iin Indonesia do not meet applicable transparency
and accountability rules. Examples include the lack of permits, inappropriate land use rights (HGU), and

smaller financial reporting™>.

To anticipate ongoing human rights violations and environmental damage, several efforts have

been made to address the issue from global to national levels. In Global Policy, the UN in 2011 issued
the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) in response to various human rights

violations committed by multinational companies In their value chains. On November 6, 2023, the

Indonesian government launched Presidential Regulation 60 of 2023 concerning Business and Human

Rights by ratifying the 3 basic principles of the UNGP, namely Protect (Obligation of central and regional
governments to create a conducive policy climate for businesses that respect human rights), Respect
(Responsibility of Business Actors to respect human rights), and Remedy ( Access to recovery for

victims of human rights violations that occur in the business realm). On February 20, 2024, the Financial

Services Authority (OJK) launched the Indonesian Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) / Update of
the 2022 Indonesian Green Taxonomy as an effort to encourage transparency and accountability of
corporate funding to the public by classifying economic activities that support sustainable development

efforts and goals, namely fulfilling responsiblilities in environmental and social aspects.

The consistency of the business sector in complying with the regulations above needs to be tested

In the field . For 20 years, the conflict between PT. HMBP and residents that has not ended, until the
peak of the Seruyan bloody tragedy, has become an entry point for analyzing and formulating a

resolution agenda for the future. In terms of ecological impacts, unsustainable palm oill management

has caused a decline In tropical forest cover. Based on the Global Forest Watch report, from 2001 to
2022, Seruyan lost 408 kha of tree cover, equivalent to a 28% decline In tree cover since 2000, and

equivalent to 283 Mt of CO,e emissions™.

https://www.tempo.co/dw/654 7/sejauh-mana-transparansi-tata-kelola-sawit-di-indonesia
®*Tree cover loss map In Seruyan, Central Kalimantan, Indonesia (2023).
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/14/13/

N | introduction (04



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Berdasarkan data WALHI Kalimantan Tengah (2024) memperlihatkan bahwa 72,28 % wilayah
penguasaan lahan di Kalimantan Tengah telah dikuasai oleh korporasi dengan rincian 32,93% atau
seluas 5,056 juta ha untuk i1zin kehutanan (HTI diantaranya), 31,32% atau seluas 4,8 juta ha diberikan
perizinan untuk industri perkebunan sawit, dan 8,03% atau seluas 1,2 juta ha di peruntukan perizinan

pertambangan’. Lebih spesifik dari 25 besar perkebunan bersertifikasi ISPO berdasarkan total luas

perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Kalteng, anak Best Agro Plantation menempati

urutan ke-5 yakni PT Bangun Jaya Alam Permai — BJAP (dengan 9.583 ha sawit dalam kawasan hutan)

lalu disusul urutan ke-6 yakni PT Hamparan Masawit Bangun Persada — HMBP (dengan 8.842 ha sawit

dalam kawasan hutan)®.

Pada tahun 2017, Wilmar International Limited, salah satu pembeli terbesar minyak kelapa sawit

dart PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), menghentikan hubungan bisnis dengan

perusahaan tersebut®’. Beberapa grievance yang masuk ke Wilmar International Limited selanjutnya

dikonfirmasi ke PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dan investigasi pembuktian

dilapangan™. Hal ini dilakukan karena Wilmar International Limited memiliki kebijakan untuk tidak

membell minyak kelapa sawit yang diproduksi dari hasil deforestasi. Berdasarkan pengecekan

lapangan yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah bersama Save Our Borneo serta didukung

dengan keterangan dari warga desa Penyang kecamatan Telawang kabupaten Kotawaringin Timur PT

Hamparan Masawit Bangun Persada dalam aktivitasnya menyebabkan kerugian atas Lingkungan.

Dimana PT Hamparan Masawit Bangun Persada telah melakukan pengeringan danau alam,

penimbunan sungal Paring Dua dan Pinang Tunggal, bahkan melakukan penanaman kurang dari 1

kKilometer dari Sungal Sampit.

Hal inl merupakan pelanggaran yang seharusnya mendapatkan sanksi yang keras darl penegak

hukum. Namun sampail saat ini PI Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) masih terus

beroperasi tanpa ada tindakan hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan. Padahal bila dilihat

dengan pelanggaran yang dilakukan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) telah menjadikan

alih fungsi terhadap kawasan serta sungail yang seharusnya dijadikan sebagai fungsi lindung. Dampak
terhadap masyarakat sekitar memang tidak terasa, akan tetapi semakin lama maka secara perlahan

dampak itu akan sangat terasa. Salah satu contohnya yaitu dampak terhadap sungail yang dimana bisa

saja mengakibatkan pencemaran air sungal serta biota yang ada di dalamnya. Bahkan biota yang ada

di sungal bisa menjadi berkurang ataupun punah.

"Walhi Kalteng (2024) dalam paparan ‘Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM Best Agro International dan Sinarmas Grup di Kalimantan Tengah’
*Greenpeace (2021). ‘Sawit llegal dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki’.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/7bc9eaae-sawit-di-kawasan-hutan-21-okt.pdf
Amnesty International (2016). ‘The Great Palm Oil Scandal’.
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/

""Wilmar (2017). ‘Grievance Update’.

https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/04/170405_Grievance-update FINAL.pdf

05 Pendahuiuan | |
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Based on data from Walhi Central Kalimantan (2024), it shows that 72.28% of the land area In

Central Kalimantan has been controlled by corporations, with details of 32.93% or an area of 5.056

million ha for forestry permits (HTl among them), 31.32% or an area of 4.8 million ha given permits for
the palm oll plantation industry, and 8.03% or an area of 1.2 million ha allocated for mining'” permits.

More specifically, of the top 25 ISPO-certified plantations based on the total area of palm oll plantations

In forest areas In Central Kalimantan, Best Agro Plantation's subsidiary ranks 5th, namely PT Bangun

Jaya Alam Permai - BJAP (with 9,583 ha of palm oll in forest areas) followed by 6th place, namely PT

Hamparan Masawit Bangun Persada - HMBP (with 8,842 ha of palm oll in forest areas)®.

In 2017, Wilmar International Limited, one of the largest buyers of palm oll from PT Hamparan

Masawit Bangun Persada (HMBP), terminated its business relationship with the company®. Several

grievances that came to Wilmar International Limited were then confirmed to PT Hamparan Masawit

Bangun Persada (HMBP) and investigated for evidence In the field*°. This was done because Wilmar

International Limited has a policy of not buying palm olil produced from deforestation. Based on field

checks conducted by WALHI Central Kalimantan together with Save Our Borneo and supported by

statements from residents of Penyang Village, Telawang District, East Kotawaringin Regency, PT.

Hamparan Masawit Bangun Persada In its activities caused losses to the environment. Where PT.

Hamparan Masawit Bangun Persada has drained natural lakes, filled the Paring Dua and Pinang

unggal rivers, and even planted less than 1 kilometer from the Sampit River.

This Is a violation that should receive severe sanctions from law enforcement. However, until now

PT. Hamparan Masawit Bangun Persada is still operating without any legal action for the violations they

have committed. In fact, If you look at the violations committed by PT. HMBP has changed the function
of the area and river that should have been used as a protected function. The impact on the surrounding

community Is indeed not felt, but over time, the impact will slowly be felt. One example Is the impact on

the river which can cause pollution of river water and the biota in it. Even the biota in the river can be

reduced or extinct.

"Walhi Central Kalimantan (2024) in the presentation ' Environmental Damage and Human Rights Violations by Best Agro International and Sinarmas
Group in Central Kalimantan'

®Greenpeace (2021). 'lllegal Palm Qil in Forest Areas: The Red Carpet of Oligarchy'.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/7bc9eaae-sawit-di-kawasan-hutan-21-okt.pdf

"Amnesty International (2016). "'The Great Palm Oil Scandal'.
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/

“Wilmar (2017). 'Grievance Update'.
https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/04/170405 _Grievance-update FINAL.pdf
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Besarnya pelanggaran lingkungan yang tidak mendapatkan pemulihan secara baik adalah bentuk

nyata tidak adanya komitmen baik dalam perusahaan. Pembukaan perkebunan kelapa sawit telah

mengubah bentang alam, apabila perusahaan yang beraktivitas seperti PT Hamparan Masawit Bangun

Persada (HMBP) tidak punya komitmen dalam pencegahan, pemulihan, serta meminimalisir dampak
lingkungan maka patut dipertanyakan posisi perusahaan tersebut. Pelanggaran lingkungan yang besar
blasanya sangat berdekatan dengan besarnya pelanggaran lainnya baik Hak Atas Lingkungan Hidup

yvang baik serta Hak Asasi Manusia. Menuntut tanggung jawab perusahaan melalui upaya pengumpulan

data terkait potret kasus di lapangan dan kajian rantal pasok PT Hamparan Masawit Bangun Persada

(HMBP), selanjutnya laporan ini menjadi bahan fakta untuk menuntut tanggung jawab perusahaan dan

pertimbangan pendanaan berkelanjutan oleh Bank dan Market.
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The magnitude of environmental violations that have not been properly remediated Is a real form

of the absence of good commitment in the company. The opening of palm oll plantations has changed

the landscape, If a company that operates like PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) does
not have a commitment to prevention, recovery, and minimizing environmental impacts, so the
company's position should be questioned. Major environmental violations are usually very close to the
magnitude of other violations, both the Right to a Good Environment and Human Rights. Demanding

Corporate Responsiblility through efforts to collect data related to the portrait of cases in the field and a

study of the PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) supply chain, then this report becomes

factual material to demand corporate responsibility and consideration of sustainable funding by Banks

and Markets.

N | introduction 08
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Bab Il Pelanggaran HAM
atas Aktivitas Perusahaan

Akar masalah konfllk mendasar dari keberatan masyarakat atas keberadaan PT Hamparan

Masawit Bangun Persada (HMBP) yakni: Janji-janji PT HMBP yang tidak ditepati dan Sengketa lahan
antara masyarakat dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Konflik berkepanjangan
dan tak terselesalkan tersebut telah beberapa kali merenggut korban jiwa dan menyebabkan
kriminalisasi terhadap anggota masyarakat. Atas peristiwa demi peristiwa pelanggaran HAM yang terus

terjadi, namun tidak ada itikad dari Best Agro Group untuk melakukan perbaikan atas praktik bisnisnya

dilapangan melalul PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) tersebut.

Dilansir BBC Indonesia, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) disebut kerap

tersandung masalah hukum dan muncul dalam berbagail publikasi sebagal perusahaan bermasalah®'.

Misalnya, pada November 2016, Amnesty International dalam risetnya melaporkan PT Hamparan
Masawit Bangun Persada (HMBP) bermasalah dalam perburuhan seperti mempekerjakan buruh anak,
penerapan jJam kerja berlebihan, pemberian upah murah, pengabalan kesehatan dan keselamatan

buruh, serta diskriminasi gender=.

2.1 Fakta Pelanggaran HAM

2.1.1 Masuknya Sawit, Perampasan Tanah Adat, dan Pembatasan Akses
Rakyat pada Ruang Hidupnya

Gambar 1 Makam Gijik, 35 tahun, warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Indonesia, yang tewas tertembak peluru tajam saat berdemonstrasi menuntut
kebun plasma dari PI Hamparan Masawit Bangun Persada 1/Best Agro Group pada 7 Oktober 2023 (TuK INDONESIA, 2024).

' BBC (2023). ‘Konflik sawit dan penembakan berujung kematian warga di Seruyan: Akar persoalan muncul belasan tahun lalu, kenapa tak kunjung
selesal?’. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295
“Amnesty International (2016). Op.cit.
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Chapter Il Human Rights
Violations of Corporate Activities

The root cause of the fundamental conflict of the community's objection to the existence of PT

Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) i1s: PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)'s

promises that were not kept, and Land disputes between the community and PT HMBP. The prolonged

and unresolved conflict has claimed several lives and led to the criminalization of community members.

Due to the Incidents of human rights violations that continue to occur, there is no intention from Best

Agro Group to make improvements to its business practices In the field through PT Hamparan Masawit
Bangun Persada (HMBP).

As reported by BBC Indonesia, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) is said to have

often stumbled upon legal problems and appeared in various publications as a problematic company=.

For example, iIn November 2016, Amnesty International in its research reported that PT HMBP had
problems with labor such as employing child labor, iImplementing excessive working hours, providing

low wages, ignoring the health and safety of workers, and gender discrimination®.

2.1 Facts of Human Rights Violations

2.1.1 Entry of Palm Oll, Seizure of Customary Land, and Restriction of
People's Access to Their Living Space

Figure 1 Gravestone with the portrait of Gijik, 35 year old, a resident of Bangkal Village, Seruyan Regency, Indonesia, who was shot and killed by live

ammunition while protesting for a plasma plantation from PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1, a subsidiary of Best Agro Group on October 7, 2023
(TuK INDONESIA, 2024).

<BBC (2023). 'Palm ol conflict and shootings lead to deaths of residents in Seruyan: Roots of the problem emerged decades ago, why haven't they been
resolved?’' . https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295
“Amnesty International (2016). Op. cit.
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Desa Bangkal, yang awalnya merupakan tempat persinggahan para pedagang, berkembang
menjadi peradaban sungai dengan penduduk yang mengandalkan hasil hutan dan danau. Pada masa
kolonial, tanaman karet menjadi komoditas andalan desa. Namun, kedamaian desa terusik dengan
masuknya perusahaan sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) pada akhir 1990-an.

Janji plasma dan kesejahteraan digembar-gemborkan untuk menarik hati warga.

Warga yang dipimpin oleh tetua adat Sangkai, cucu buyut kepala desa pertama Desa Bangkal,
menolak tawaran tersebut. Mereka sadar bahwa perkebunan sawit akan merugikan masyarakat.
Meskipun sempat bertahan, lobi dan dukungan pemerintah akhirnya membuka jalan bagi PT Hamparan
Masawit Bangun Persada (HMBP) untuk masuk ke Bangkal. Pada tahun 1999, Kementerian Kehutanan
dan Perkebunan memberikan izin kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) untuk

mengelola 13.500 ha kawasan hutan dengan janji plasma 20% untuk masyarakat.

Masyarakat yang masih trauma dengan perampasan tanah di masa lalu, tidak tinggal diam.
Mereka melayangkan surat penolakan kepada Bupati Seruyan pada tahun 2004, berargumen bahwa
ekspansi sawit menyalahi UU Otonomi Daerah tentang tanah ulayat. Namun, surat tersebut diabaikan.
Bupati Seruyan justru mengeluarkan izin usaha perkebunan dan HGU untuk PT Hamparan Masawit
Bangun Persada (HMBP) pada tahun 2006. Sebagal upaya terakhir, warga mengajukan beberapa

syarat kepada perusahaan, seperti perekrutan karyawan lokal, pengembangan infrastruktur desa, dan

skema plasma yang jelas.

~ 8
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Gambar 2 Foto udara Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang dikelilingi perkebunan sawit (TuK INDONESIA, 2024).
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Bangkal Village, which was originally a stopover for traders, developed into a river civilization with

residents who relied on forest and lake products. During the colonial era, rubber plants were the

village's mainstay commodity. However, the peace of the village was disturbed by the entry of the palm

oll company PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) in the late 1990s. Promises of plasma

and welfare were touted to attract the hearts of residents.

The residents, led by the traditional elder Sangkal, the great-grandson of the first village head of

Bangkal Village, rejected the offer. They were aware that the palm oll plantation would harm the

community. Although they had resisted, lobbying and government support finally paved the way for PT

Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) to enter Bangkal. In 1999, the Ministry of Forestry and

Plantations granted PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) a permit to manage 13,500 ha of

forest area with a promise of 20% plasma for the community.

The community, still traumatized by past land grabbing, did not remain silent. They sent a letter of
rejection to the Regent of Seruyan in 2004, arguing that the palm oil expansion violated the Regional

Autonomy Law on customary land. However, the letter was ignored. The Regent of Seruyan instead

Issued a plantation business permit and HGU for PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) In
2006. As a last resort, the community put forward several conditions to the company, such as the

recruitment of local employees, development of village infrastructure, and a clear plasma scheme.

Figure 2 Aenal photo of Bangkal Village, Seruyan Regency, Central Kalimantan, which is surrounded by palm oil plantations (TuK INDONESIA, 2024).
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Pada tahun 2008, warga mengirim surat undangan kepada PT Hamparan Masawit Bangun
Persada (HMBP) untuk membahas janji-janji yang belum ditepati. Surat tersebut menegaskan bahwa
masyarakat kecewa dengan perusahaan yang hanya memberikan janji kosong. Kewajiban plasma
diperkuat kembali oleh keputusan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2011, yang menegaskan

bahwa perusahaan wajib membangun kebun untuk masyarakat minimal 20% dari total areal kebun.

Meskipun demikian, hingga saat ini, janjl plasma dan kesejahteraan masih jauh dari kenyataan.

Perlawanan warga Desa Bangkal terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) terus

berlanjut, menuntut hak dan keadilan yang dirampas. PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)

mendapatkan izin usaha dan HGU di atas tanah adat masyarakat Desa Bangkal tanpa persetujuan

mereka. Masyarakat adat Desa Bangkal tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan tidak mendapatkan

gantl rugl yang layak atas tanah mereka yang dirampas. PT Hamparan Masawit Bangun Persada

(HMBP) melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat Desa Bangkal. Masyarakat Desa

Bangkal kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian mereka. Konflik antara

masyarakat dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) telah berlangsung selama

bertahun-tahun dan telah menimbulkan korban jiwa.

2.1.2 Kriminalisasi terhadap Anggota Masyarakat
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Gambar 3 James Waltt, petani Desa Bangkal, pernah dihukum 10 bulan penjara pada 2020 atas tuduhan pencurian buah sawit PT Hamparan Masawit

Bangun Persada. Pria 50 tahun itu terus mengadvokasi warga yang menuntut hak atas lahan mereka. (TuK INDONESIA, 2024).
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In 2008, residents sent a letter of invitation to PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) to
discuss the unfulfilled promises. The letter emphasized that the community was disappointed with the
company that only made empty promises. The plasma obligation was strengthened again by the
decision of the Governor of Central Kalimantan in 2011, which emphasized that the company Is

required to build a garden for the community of at least 20% of the total garden area.

However, until now, the promise of plasma and welfare Is still far from reality. The resistance of

Bangkal Village residents against PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) continues,

demanding their rights and justice that have been seized. PT Hamparan Masawit Bangun Persada

(HMBP) obtained a business permit and HGU on the customary land of the Bangkal Village community

without their consent. The customary community of Bangkal Village was not involved In the licensing

process and did not recelve proper compensation for their seized land. PT Hamparan Masawit Bangun

Persada (HMBP) carried out forced evictions of the Bangkal Village community. The Bangkal Village

community lost access to natural resources and their livelihoods. The conflict between the community

and PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) has been going on for years and has resulted In

loss of life.

2.1.2 Criminalization of Members of Society

Figure 3 James Watft, a farmer from Bangkal Village, was sentenced fto 10 months in prison in 2020 for theft of palm oll fruit from PT Hamparan Masawit
Bangun Persada. The 50-year-old man continues to advocate for residents who are demanding rights to their land. (TuK INDONESIA, 2024).
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James Watt, seorang petani berusia 50 tahun, telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya

melawan Kketidakadilan industri sawit di Desa Bangkal. Dia menjadi perwakilan warga dalam

menghadapl PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) yang kerap tidak transparan dan

Intimidatif.

Warga menuntut janji plasma sawit yang tak kunjung dipenuhi dan menginginkan lahan seluas

1.175 ha di luar HGU yang dioperasikan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)

dikembalikkan. Demonstrasi pada 7 Oktober 2023 berujung pada penangkapan 20 warga dan

Kriminalisasi James dan dua rekannya.

James dan rekannya dihukum 10 bulan penjara karena dituduh mencuri buah sawit milik PT

HMBP. Kini, James kembali berjuang membantu tiga karyawan PT Hamparan Masawit Bangun Persada

(HMBP) yang dimutasi (dari PT. HMBP | ke PT. HMBP |l) karena dianggap pro gerakan masyarakat.

Pajarto, Kusendy, dan Uhing menerima surat mutasi ke kebun sawit lain di Kabupaten Pulang Pisau,
400 km dari Desa Bangkal. Mereka tak pernah menandatangani kontrak kerja dan tak tahu hak-hak

mereka.

Dugaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) membungkam perlawanan masyarakat
tak sekall ini terjadi. Pada tahun 2012, 12 warga ditetapkan sebagal tersangka perusakan kebun meski
peristiwa terjadi di luar lahan HGU perusahaan. James dan warga Desa Bangkal tak gentar. Mereka

terus berjuang melawan ketidakadilan dan menuntut hak mereka atas tanah dan kesejahteraan.

Best Agro International memilin kriminalisasi sebagal metode memberi efek jera bagi warga Desa

Bangkal dan Desa Penyang yang berlawan. Tercatat, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024

ada tujuh (7) kasus kriminalisasi terhadap puluhan warga Desa Bangkal dan warga Desa Penyang.

(baca: kasus kriminalisasi James Watt, Hermanus, Dilik, Uhing, dan Dedi Susanto, kasus kriminalisasi

15 orang warga Desa Ayawan dan Rantau Pulut, serta kasus kriminalisasi Mariani dan suami).

2.1.3 Kekerasan dan Intimidasi terhadap
Masyarakat hingga Korban Meninggal

Pada 7 Oktober 2023, seorang warga bernama Taufik Nurahman terluka parah akibat tembakan saat

demonstrasi di perkebunan kelapa sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Demonstrasi

terjadi karena warga menuntut hak atas plasma sawit yang tak kunjung diberikan. Peristiwa itu terjadi

ketika warga Bangkal melangsungkan aksi damal menuntut tanah plasma mereka dari PT Hamparan

Masawit Bangun Persada | atau PT HMBP |.
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James Watt, a 50-year-old farmer, has spent more than half his life fighting against the injustice of

the palm oll industry in Bangkal Village. He became a representative of the community in facing PT

Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) which is often non-transparent and intimidating.

Residents demanded the promise of palm oll plasma that had not been fulfilled and wanted the

return of 1,175 ha of land outside the HGU operated by PT Hamparan Masawit Bangun Persada

(HMBP). The demonstration on October 7, 2023, resulted In the arrest of 20 residents and the

criminalization of James and two of his colleagues.

James and his partner were sentenced to 10 months in prison for allegedly stealing palm fruit

belonging to PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Now, James Is back fighting to help

three PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) employees who were transferred (from PT.

HMBP | to PT. HMBP |l) because they were considered pro-community movement. Pajarto, Kusendy;,

and Uhing received transfer letters to another palm oll plantation in Pulang Pisau Regency, 400 km from

Bangkal Village. They never signed a work contract and did not know their rights.

The allegation that PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) silenced community
resistance Is not the first time it has happened. In 2012, 12 residents were named as suspects for

destroying a plantation even though the incident occurred outside the company's HGU land. James and

the residents of Bangkal Village were not afraid. They continued to fight against injustice and demand

their rights to land and welfare.

Best Agro International chose criminalization as a method to give a deterrent effect to the

residents of Bangkal Village and Penyang Village who were opposing. It was recorded that in the period

from 2020 to 2024 there were seven (7) cases of criminalization against dozens of residents of Bangkal

Village and residents of Penyang Village. (read: the criminalization case of James Watt, Hermanus,

DIk, Uhing, and Dedi Susanto, the criminalization case of 15 residents of Ayawan and Rantau Pulut

Villages, and the criminalization case of Mariani and her husband).

2.1.3 Violence and Intimidation Against
the Community Leading to Death

On October 7, 2023, a resident named Taufik Nurahman was seriously Injured by gunfire during a

demonstration at the PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) palm oil plantation. The

demonstration occurred because the residents demanded the rights to palm oil plasma that had not

been given. The incident occurred when Bangkal residents held a peaceful demonstration demanding

their plasma land from PT Hamparan Masawit Bangun Persada | or PT HMBP |I.
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Namun peristiwa naas itu harus terjadi saat Gijik dan warga desa Bangkal memblokade jalan dan
menutup akses perusahaan menuju kebun sawit yang diduga ilegal karena berdiri di luar batas izin
pemerintah. Aksi menutup jalan Itu, menurut masyarakat Bangkal, dipicu perusahaan yang
terus-menerus Ingkar janji menyerahkan hak warga yakni lahan sawit seluas dua hektar kepada setiap
keluarga desa tersebut. Namun blokade jalan dan demonstrasi warga itu dihadapi kepolisian dengan

menerjunkan pasukan Brimob bersenjata lengkap.

Gambar 4 Taufik Nurahman (22 tahun) tergolek di ruang utama rumahnya di Desa Bangkal. Upik, panggilannya, tertembak di bagian pinggul bawah

saat aksi protes menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada untuk mengembalikan lahan kepada warga pada 7 Oktober 2023 (Dok. Project
Multatuh)

Upik, sapaan akrabnya, ditembak saat aparat keamanan berusaha membubarkan massa. la
sempat melihat seorang demonstran lain ambruk dan mengerang kesakitan. Saat ini, Upilk masih
terbaring lemah di tempat tidur dan kesulitan untuk bergerak. la masih trauma dengan kejadian

tersebut.

Aparat keamanan datang dan berusaha membubarkan aksi demonstrasi sebagal pengaman

perusahaan. Terjadi kericuhan dan aparat keamanan menembakkan gas air mata dan bahkan hingga
peluru tajam ke arah warga. Akibatnya, Upik terluka tembak di bagian pinggang. Upik dibawa ke

Puskesmas Bangkal namun perawatan medis masih tak mencukupi, kemudian dirujuk ke rumah sakit di

Kota Sampit dan Palangkaraya. Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus, Kota

Palangkaraya, berkata tak memiliki peralatan memadal untuk mengoperasi Upik. Dokter enggan
mengambil resiko dan menolak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Upik seandainya tetap
memaksakan operasi bedah. Sebab, lukanya mengenal jaringan saraf dan pembuluh darah.

Salah-salah, kata Uplk, 1a bisa mengalami kelumpuhan permanen.
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However, the unfortunate incident had to occur when Gijilk and residents of Bangkal village
blocked the road and closed the company's access to the palm oil plantation which was suspected of
pbeing Illegal because it was outside the government's permit limits. The action to block the road,
according to the Bangkal community, was triggered by the company which continued to break Its
promise to hand over the residents' rights, namely two hectares of palm oil land to each family in the
village. However, the road blockade and the residents’ demonstration were faced by the police by

deploying fully armed Brimob troops.

=N

Figure 4 Taufik Nurahman (22 years old) lying in the main room of his house in Bangkal Village. Upik, his nickname, was shot in the lower hip during
a protest demanding PT Hamparan Masawit Bangun Persada to return the land to residents on October 7, 2023 (Doc. Project Multatuli)

Upik, as she Is familiarly called, was shot when security forces tried to disperse the crowd. She saw
another demonstrator collapse and groan in pain. Currently, Upik Is still lying weakly in bed and has

difficulty moving. She is still traumatized by the incident.

Security forces came and tried to disperse the demonstration as security for the company. Chaos

ensued and security forces fired tear gas and even live ammunition at residents. As a result, Upik was

wounded by a gunshot wound to the waist. Upik was taken to the Bangkal Health Center but medical
treatment was still inadequate, then referred to a hospital in Sampit City and Palangkaraya. Doctors at
the Doris Sylvanus Regional General Hospital, Palangkaraya City, said they did not have adequate
equipment to operate on Upik. Doctors were reluctant to take risks and refused to take responsibility If
something happened to Upik Iif she insisted on surgery. This was because the wound affected the nerve

tissue and blood vessels. If she made a mistake, Upik said, she could experience permanent paralysis.
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Upik kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin untuk menjalani operasi

pengangkatan peluru. Perjalanan dari Kota Palangkaraya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
ditempuh selama 4 jam dengan Jarak hampir 200 km. Tidur tengkurap di dalam ambulans tak ubahnya

sepertl siksaan. Sebab tak jarang ambulans harus melewati jalanan rusak dengan guncangan bikin

nyeri luka semakin menjalar ke sekujur badan.

Setelah lebih dari 48 jam sejak kejadian, pada Senin siang, 9 Oktober 2023, Upik akhirnya bisa

menjalani operasi pengangkatan peluru di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Operasi berjalan lancar

dan Upik diizinkan pulang setelah satu minggu dirawat.

Uplk menganggap nasibnya sebagal bagian dari perjuangannya dan warga Desa Bangkal untuk

mendapatkan kembali tanah mereka dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). la tak hanya
INngin tanah itu kembali, tapi jJuga Ingin mendiang ayahnya bangga dengan perjuangannya. Upik dan
keluarganya menantikan kelahiran anak pertamanya, dan tanah itu menjadi satu-satunya harapan

mereka untuk bertahan hidup dan membangun keluarga. Upik ingat ayahnya sebagal petani dan

nelayan yang ulet dan pekerja keras yang merantau dari Sulawesi Selatan dan membangun semuanya

dari nol, termasuk membeli tanah yang dirampas perusahaan.
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Gambar 5 Foto Gijik, 35 tahun (TuK INDONESIA, 2024).

Berbeda dengan Upik, peristiwa naas harus menimpa Gijik (35 tahun) yang tewas di tempat

karena tertembak aparat pada aksi tersebut. Bagi keluarganya, Gijik dianggap sebagal tulang punggung

keluarga yang penyayang. la meninggalkan seorang ibu yang harus i1a rawat. Kematian Gijik

menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan pertanyaan besar tentang penggunaan peluru tajam

dalam menangani aksi demonstrasi. Meskipun keluarga telah melapor ke Bareskrim Polri, kasus Ini

masih diusut oleh Polda Kalimantan Tengah. Kejelasan perkembangan kasus dan keadilan bagi Gijik

masih dinanti.
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Upik was then referred to Ulin Regional General Hospital in Banjarmasin to undergo surgery to

remove the bullet. The journey from Palangkaraya City to Banjarmasin, South Kalimantan, took 4 hours

with a distance of almost 200 km. Sleeping face down In the ambulance was like torture. Because often

the ambulance had to pass through damaged roads with shocks that made the pain of the wound spread

throughout the body.

After more than 48 hours since the incident, on Monday afternoon, October 9, 2023, Uplk was

finally able to undergo bullet removal surgery at Ulin Regional General Hospital. The operation went

smoothly and Upik was allowed to go home after a week of treatment.

Upik considers her fate as part of her struggle and the people of Bangkal Village to get their land

back from PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). She not only wants the land back, but also
wants her late father to be proud of her struggle. Upik and her family are looking forward to the birth of
her first child, and the land is their only hope for survival and building a family. Upik remembers her father
as a persistent and hard-working farmer and fisherman, who migrated from South Sulawesi and built

everything from scratch, including buying land that was seized by the company.
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Gambar 5 Foto Gijik, 35 tahun (TuK INDONESIA, 2024).

Unlike Upik, an unfortunate event befell Gijik (35 years old) who died on the spot after being shot
by officers during the demonstration. For his family, Gijik was considered the loving breadwinner of the
family. He left behind a mother whom he had to take care of. Gijik's death left a deep wound for the family
and big questions about the use of live ammunition in handling the demonstration. Although the family
has reported it to the Criminal Investigation Unit of the National Police, the case Is still being investigated
by the Central Kalimantan Regional Police. Clarity about the development of the case and justice for

Gijik are still awaited.
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Bab Ill Bisnhis Keamanan
dalam Rantai Nilai Kotor Sawit

3.1 PT HMBP dan Bisnis Keamanan

Daril rentetan kekerasan yang dilakukan oleh

Best Agro International di Desa Bangkal dan Desa

Penyang sejak tahun 2003 hingga puncaknya
penembakan pada tanggal 07 Oktober 2023,
sesungguhnya berkaitan erat dengan apa yang
disebut sebagal “bisnis keamanan”. Tinjauan
mendasar Ini dapat dilihat bahwa PT Hamparan
Masawit Bangun Persada (HMBP) dan segala
operasinya bukan merupakan obyek vital nasional

yvang memerlukan pengamanan berlebih dari

aparat Kepolisian dan TNI. Di Kalimantan Tengah
setidaknya ada tiga pemberitaan polisi secara
terbuka menandatangani perjanjian dengan
perusahaan sawit untuk mengerahkan pasukan
keamanan®. Salah satu hal yang mengada-ada
adalah landasannya dasar ada pada kesesatan
pikir yang menyebutkan kebun sawit adalah Objek
Vital

pengaman?. Kendatl selama Ini perusahaan dan

Nasional dan digunakan untuk alasan
pelaku usaha kerap melempar narasi tentang
peningkatan status kebun sawit sebagal Objek
Vital Nasional, tak ada satu aturan pun yang

menyebut demikian.

2020,
Bambang Widjanarko,

Pada tanggal 15 Januari Dansat

Brimob  Polda Kalteng,

SIK.,, MSI. menerbitkan Surat Perintah

bernomor:. 05/I/PAM.3./2020/Satbrimob perihal
tugas pengamanan di areal operasional PT
HMBP I

dengan bunyl perintah, yakni (1)

melaksanakan tugas pengamanan di areal P

HMBP [I; (2) melaksanakan koordinasi dengan

Polres Kotim serta Instansi terkait lainnya; (3)
menggunakan peralatan dan persenjataan milik
organik kesatuan; (4) surat perintah berlaku
mulal tanggal 16 Januari 2020 s.d. 16 Februari
2020; (5) melaksanakan perintah Ini dengan
seksama dan penuh rasa tanggung jawab, dan

membuat laporan hasil tugas pengamanan serta

melaporkan hasilnya kepada Dansat Brimob

Polda Kalteng.

Pada lampiran yang disertakan di dalam SP
tersebut berisikan nama, pangkat, NRP, jabatan,

serta jumlah nominal yang harus dibayar PT

Persada (HMBP)
kepada setiap anggota Satbrimob Polda Kalteng

Hamparan Masawit Bangun

dengan klasifikasi sebagal berikut: (1) anggota
berpangkat IPDA dibayar sebesar Rp 5.000.000,
(2) anggota berpangkat AIPDA dibayar sebesar
Rp 4.000.000, dan (3) anggota berpangkat
BRIPTU/BHARATU/BRIGPOL dibayar sebesar
Rp 3.000.000.

**Project Multatuli (2024). ‘Konflik Kebun Plasma di Seruyan: Sawit Seharga Nyawa'.
https://projectmultatuli.org/konflik-kebun-plasma-di-seruyan-sawit-seharga-nyawa/
*Lihat “Sprin/05/1/PAM.3/2020/Brimob Polda Kalteng' dengan pendasaran mengada yang menyebut bahwa alasan pengamanan PT HMBP sebagal

Obvitnas, padahal Perusahaan tersebut bukan merupakan Obvithas.
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Chapter lll Security Business

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

in the Dirty Palm Oil Value Chain
3.1 PT HMBP and Security Business

From the series of violence committed by
Best Agro International in Bangkal Village and
Penyang Village since 2003 to the peak of the
shooting on October 7, 2023, It is actually closely
related to what is called the "security business”.
This basic review can be seen that PT
Persada (HMBP)

and all its operations are not national vital

Hamparan Masawit Bangun
objects that require excessive security from the
Police and TNI. In Central Kalimantan, there are
at least three news reports that the police have
openly signed agreements with palm ol
companies to deploy security forces®*°. One of
the things that Is far-fetched Is the basis for the
fallacy that states that palm oil plantations are
National Vital Objects and are used for security
reasons’®'. Although so far companies and
business actors have often thrown out narratives
about Increasing the status of palm oill
plantations as National Vital Objects, there Is not

a single regulation that states so.

On January 15, 2020, the Head of the

Police Mobile

Central Kalimantan Regional
Brigade Corps Bambang Widjanarko, SIK, M.Sl.
Issued a Letter

05/1/PAM.3./2020/Satbrimob regarding security

of Command numbered:

duties In the operational area of PT HMBP Il with
the following command: (1) carry out security

duties In the PT HMBP Il area; (2) carry out

coordination with the Kotim Police and other

related agencies; (3) using equipment and
weapons belonging to the organic unit; (4) the
order Is valild from January 16, 2020 to February
16, 2020; (5) carrying out this order carefully and
with a full sense of responsibility, and making a

report on the results of the security task and

reporting the results to the Dansat Brimob Polda

Kalteng.

The attachment included in the SP contains

the name, rank, NRP, position, and nominal
amount that must be paid by PT Hamparan
Masawit Bangun Persada (HMBP) to each

member of the Central Kalimantan Regional Police
Mobile with  the
classification: (1) members with the rank of IPDA
are paid Rp. 5,000,000, (2) members with the rank
of AIPDA are paid Rp. 4,000,000, and (3)
members with the

BRIPTU/BHARATU/BRIGPOL are

Brigade Corps following

rank of

paild Rp.

*Project Multatuli (2024). ' Plasma Plantation Conflict in Seruyan: Palm Oil at the Price of Life .
https://projectmultatuli.org/konflik-kebun-plasma-di-seruyan-sawit-seharga-nyawa/
NSee ' Sprin/05/1/PAM.3/2020/Brimob Polda Kalteng ' with an existing basis stating that the reason for securing PT HMBP as an Obvitnas, even though

the company is not an Obvithas.
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Di Indonesia sendiri, “bisnis keamanan” di
tubuh kepolisian mendapat dukungan penuh dari

Polri itu sendiri dan juga negara. Hal itu, tertuang

dalam Peraturan Polisi (Perpol) No. 8 Tahun 2021
Tentang Kegiatan Usaha dan Produk Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor
Subsektor

Pertahanan dan Keamanan

Keamanan halaman (1) poin (5)
tentang penyediaan tenaga pengamanan dan
halaman (6) poin (9) jJasa penyediaan tenaga
adalah yang

memberikan jasa berupa penyediaan jasa untuk

pengamanan bidang Jasa
melakukan pengamanan yang berkaitan dengan
keamanan dan Kketertiban di lingkungan Kkerja

pengguna jasa“’.

Perpol di atas, jlka dianalisa secara Kritis

maka sejatinya telah melanggar Peraturan Kapolri

(Perkap) Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Usaha

Bagl Anggota Kepolisian Rl yang tertuang dalam

Pasal 2 Ayat 1 bahwa anggota Polri dapat memiliki

atau menjalankan usaha sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Pasal 2 ayat 2 dalam melaksanakan usaha

sebagaimana dimaksud Ayat 1, anggota Polri
dilarang bekerja sama dengan orang lain atau
bekerja sendirl dalam atau di luar lingkungan kerja
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lainnya yang secara

tidak

kepentingan negara®.

langsung atau langsung merugikan

Kemudian, apakah pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh aparat Kepolisian di Desa

Bangkal dan Desa Penyang atas permintaan
Best Agro International tidak merugikan negara?
HAM seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM disebutkan bahwa HAM
adalah hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagal makhluk Tuhan

Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang. Yang bertanggung jawab secara
normatif atau hukum adalah negara, dalam hal ini
pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan tentang

HAM harus dilakukan secara efekiif seperti

diamanatkan konstitusi. Dan jika dikomparasikan

dengan represifitas, Kriminalisasi, dan

pembunuhan terhadap warga Desa Bangkal dan

Desa Penyang atas nama pengamanan bisnis
perkebunan sawit telah merugikan Integritas

negara dan pemerintah dengan alasan apapun

*"Peraturan Polisi (Perpol) No. 8 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan

**Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian R
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In Indonesia Itself, the "security business”
within the police force has received full support

from the Police itself and also the state. This Is

stated In Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021

concerning Business Activities and Products in the

Implementation of Risk-Based Business Licensing

In the Defense and Security Sector, Security
Subsector, page (1) point (5) concerning the
provision of security personnel and page (6) point
(9) security personnel provision services are a
service sector that provides services in the form of
providing services to carry out security related to
security and order in the work environment of

service users32,

The above Perpol, If analyzed critically,

actually violates the Regulation of the Chief of

Police (Perkap) Number 9 of 2017 Concerning
Business for Members of the Indonesian Police
which Is stated In Article 2 Paragraph 1 that
members of the Police may own or run a business
In accordance with the provisions of laws and

regulations and Article 2 paragraph 2 in carrying

out the business as referred to in Paragraph 1,
members of the Police are prohibited from
collaborating with other people or working alone In
or outside the work environment with the aim of
obtaining personal, group, or other party benefits
that directly or Iindirectly harm the interests of the

state3:.

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Then,

committed by the Police in Bangkal Village and

did the human rights violations

Penyang Village at the request of Best Agro
International not harm the state? Human rights as
stated in Law Number 39 of 1999 concerning
Human Rights state that human rights are rights
iInherent In the nature and existence of humans
as creatures of God Almighty. Human rights are a
gift that must be respected, upheld, and
protected by the state, law, government, and
every person. The party responsible normatively
or legally I1s the state, In this case the
government. Therefore, policies on human rights
must be carried out effectively as mandated by
the constitution. And when compared with the
and murder of

repression, criminalization,

residents of Bangkal Village and Penyang Village
In the name of securing the palm oll plantation
business, It has harmed the integrity of the state

and government for whatever reason.

*Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021 Concerning Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the

Defense and Security Sector, Security Sub-sector

+Chief of Police Regulation (Perkap) Number 9 of 2017 Concerning Business for Members of the Indonesian Police
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Tonggak Penting pelibatan Aparat dalam Bisnis Perusahaan

T ah-[ITEEngEi o Tindakan Aparat/Perusahaan Tempat Kejadian

Desa Sukamandang,
24 Juli 2023 Penangkapan massa aksi 14 Kecamatan Seruyan Tengah,
Kabupaten Seruyan,PT BJAP lli

Penembakan 3 Desa Bangkal,
07 Kecamatan Seruyan Raya,
Oktober 2023 Kabupaten Seruyan,
Penangkapan 20 PT HMBP |

Desa Amin Jaya,
30 April 2024 Penangkapan 1 Kecamatan Pangakalan
Banteng, Kobar, PT BJAP [-lI

Berdasarkan temuan di lapangan, Best Agro International merupakan salah satu PBS berbasis

sawit di Kallmantan Tengah yang menggandrungi jalur kekerasan terhadap masyarakat untuk

mengamankan bisnis mereka. Hal itu dibuktikan dalam aksli massa warga Desa Penyang pada tahun
2020 dan aksi massa warga Desa Bangkal pada tahun 2023 dan 2024, dimana represifitas aparat

kepolisian dengan dalih “mengamankan” menjadi senjata ampuh untuk memukul mundur massa.

Dalam aksi massa di Desa Bangkal, seperti tertera dalam Surat Perintah Nomor:
1377/IXIPAM.3.2./2023 yang terbit pada tanggal 17 September 2023 dari Polda Kalteng yang
ditandatangani Karo Ops Polda Kalteng menunjukan adanya pengerahan 440 anggota kepolisian yang

ditugaskan sebagal BKO untuk “mengamankan™ massa aksi. Adapun 440 anggota kepolisian tersebut

Jjika dirincikan terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Samapta,
Bidang Humas, Satuan Brimob, dan Tim Kesehatan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam
penanganan aksl massa warga Desa Bangkal, aparat kepolisian yang diterjunkan ke lapangan

beberapa kall melakukan pelanggaran yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM.

Fakta di lapangan, bahwasanya Best Agro International memilih kriminalisasi sebagal metode
memberi efek jera bagl warga Desa Bangkal dan Desa Penyang yang berlawan. Tercatat, dalam kurun

waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 ada tujuh (7) kasus kriminalisasi terhadap puluhan warga Desa

Bangkal dan warga Desa Penyang. (baca: kasus kriminalisasi James Watt, Hermanus, Dilik, Uhing, dan
Dedi Susanto, kasus kriminalisasi 15 orang warga Desa Ayawan dan Rantau Pulut, serta kasus

kriminalisasi Mariani dan suami).
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Important Milestones of Apparatus Involvement in Corporate Business

Date/

Year of Incident Actions of Apparatus/Company Victim

3

Sl Desa Bangkal,
October Kecamatan Seruyan Raya,
07, 2023 Kabupaten Seruyan,
e 20 PT HMBP |

Desa Amin Jaya,

April 30, 2024 Arrest 21 Kecamatan Pangakalan
Banteng, Kobar, PT BJAP [-lI

Based on findings In the field, Best Agro International is one of the palm oll-based PBS in Central
Kalimantan that is fond of violence against the community to secure their business. This was proven in
the mass action of Penyang Village residents in 2020 and the mass action of Bangkal Village residents
In 2023 and 2024, where the repressiveness of the police under the pretext of "securing” became a

powerful weapon to repel the masses.

In the mass action in Bangkal Village, as stated in the Order Number: 1377/IX/PAM.3.2./2023
Issued on September 17, 2023 from the Central Kalimantan Regional Police signed by the Karo Ops of
the Central Kalimantan Regional Police, it shows the deployment of 440 police officers assigned as

BKO to "secure" the mass action. The 440 police officers, If detailed, consist of the General Crime

Directorate, Special Crime Directorate, Samapta Directorate, Public Relations Division, Brimob Unit,
and Health Team. These findings indicate that in handling the mass action by Bangkal Village residents,

the police officers who were deployed to the field committed several violations that resulted in violence

and human rights violations.

The facts on the ground are that Best Agro International chose criminalization as a method to give
a deterrent effect to the residents of Bangkal Village and Penyang Village who opposed it. It was
recorded that in the period from 2020 to 2024 there were seven (/) cases of criminalization against

dozens of residents of Bangkal Village and residents of Penyang Village. (read: the criminalization case

of James Watt, Hermanus, Dilik, Uhing, and Dedi Susanto, the criminalization case of 15 residents of

Ayawan and Rantau Pulut Villages, and the criminalization case of Mariani and her husband).
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3.2 Demi PT HMBP: Kekerasan Aparat
Penegak Hukum Hingga Korban Meninggal

Pada tanggal 26 April 2020 sekitar pukul
00.30 WIB,
dinyatakan meninggal dunia di RSUD Murjani

Hermanus (36) alias tompel

Sampit. Dalam kesaksian Save Our Borneo
(SOB),

dikebumikan berjalan begitu cepat, sehingga tidak

proses persiapan Jenazah untuk
ada kesempatan untuk melihat Hermanus secara
langsung. Melihat fakta tersebut, SOB meminta
kepada pihak Polres Kotim untuk dilakukan Visum
et Repertum terhadap jenazah Hermanus. Akan
tetapi, Polres Kotim menolak dengan dalih bahwa
keluarga Hermanus telah menandatangani surat

penolakan visum.

Temuan lain di lapangan dalam bentuk video
Polda
sehingga

vang menunjukkan Kkekerasan aparat

Kalteng bersenjata lengkap

menyebabkan tragedi Bangkal berdarah tanggal
07 Oktober 2023 yang lalu, juga dimiliki oleh

Mariani warga Desa Bangkal yang sempat

merekam kejadian yang menyebabkan Gijik mati
Taufik serta

tertembak dan Nurahman

Ambaryanto mengalami luka tembak.

16 Oktober 2023, Polda
Kalteng menerbitkan Surat
nomor: SP/566/X/RES.1.24./2023/Ditreskrimum

yang ditujukan kepada Mariani dan Sunar (suami)

Pada tanggal

Panggilan dengan

untuk dimintal keterangan. Akan tetapi, temuan di
lapangan menunjukan bahwa panggilan Mariani
dan Sunar merupakan upaya Polda Kalteng untuk

mengamblil satu video yang berisi bukti instruksi

kepada aparat Brimob Polda Kalteng yang
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“AK-107

Mari

AK-107

Dalam

berbunyi: disiapkan!

disiapkan! bermain!”.

keterangannya, Mariani mengatakan bahwa la

dan suaminya diperiksa di Polda Kalteng secara
terpisah untuk kepentingan penyidikan. Akan
tetapi, la merasa diintimidasi saat diminta untuk
menghapus video tersebut. la menjelaskan,

bahwa video tersebut telah tersebar.

Berdasarkan temuan di lapangan, Direktur
PT HMBP |l bersurat kepada Polda Kalteng

tertanggal 09 Januari 2020 perihal permohonan

bantuan anggota Brimob guna “pengamanan’

areal kebun PT HMBP Il di Desa Penyang,

Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim.

Pada tanggal 15 Januari 2020, Dansat Brimob
Polda Kalteng, Bambang Widjanarko, S.I.K.,
M.Si.
05/I/PAM.3./2020/Satbrimob

pengamanan di areal operasional PT HMBP I

menerbitkan Surat Perintah bernomor:

perihal  tugas

dengan bunyi perintah, yakni (1) melaksanakan

tugas pengamanan di areal PT HMBP II; (2)

melaksanakan koordinasi dengan Polres Kotim
serta Iinstansi terkait lainnya; (3) menggunakan
peralatan dan

persenjataan millk organic

kesatuan;

tanggal 16 Januar 2020 s.d. 16 Februari 2020;

(9) melaksanakan perintah ini dengan seksama

(4) surat perintah berlaku mulal

dan penuh rasa tanggung jawab, dan membuat

laporan hasil tugas pengamanan serta

melaporkan hasilnya kepada Dansat Brimob

Polda Kalteng.
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3.2 For PT HMBP: Violence by Law
Enforcement Officers Leads to Victim Death

On April 26, 2020 at around 00.30 WIB,

Hermanus (36) allas Tompel was declared dead
at the Murjani Sampit Regional Hospital. In the
testimony of Save Our Borneo (SOB), the
process of preparing the body for burial went so

quickly that there was no opportunity to see

Hermanus In person. Seeing this fact, SOB

asked the Kotim Police to carry out a Visum et
Repertum on Hermanus' body. However, the
Kotim Police refused on the grounds that
Hermanus' family had signed a letter refusing a

visum.

Another finding In the field in the form of a
video showing violence by fully armed Central
Kalimantan Regional Police officers which
caused the bloody Bangkal tragedy on October

7, 2023, was also owned by Mariani, a resident

of Bangkal Village who had recorded the incident
aufik

Nurahman and Ambaryanto to suffer gunshot

which caused Gijik to be shot dead and

wounds.

On October 16, 2023, the Central
Kalimantan Regional Police issued a Summons
Letter with the number: SP/566/X/RES.1.24./

2023/Ditreskrimum addressed to Mariani and

Sunar (husband) for questioning. However,
findings In the field showed that the summons of

Mariani and Sunar was an attempt by the Central

Kalimantan Regional Police to take a video

containing evidence of instructions to the Central

Kalimantan Regional
officers which read: "AK-107 is ready! AK-107 is

ready! Let's play!" . In her statement, Mariani

Police Mobile Brigade

sald that she and her husband were questioned at
the Central Kalimantan Regional Police separately
for the purposes of the Investigation. However,
she felt intimidated when asked to delete the
video. She explained that the video had been

spread.

Based on findings In the field, the Director of

T HMBP |l wrote to the Central Kalimantan

Regional Police dated January 9, 2020 regarding

a request for assistance from Brimob members to
PT HMBP Il plantation area In

"secure" the

Penyang Village, Telawang District, Kotim
Regency.

On January 15, 2020, the Head of the Central
Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Corps
, Bambang Widjanarko, SIK, M.SI. issued a Letter
05/1/PAM.3./2020/

regarding security duties In the

of Command numbered:
Satbrimob

operational area of PT HMBP Il with the following

command: (1) carry out security duties Iin the PT

HMBP Il area; (2) carry out coordination with the

Kotim Police and other related agencies; (3) using
equipment and weapons belonging to the organic
unit; (4) the order Is valid from January 16, 2020 to
February 16, 2020; (5) carrying out this order
carefully and with a full sense of responsibility, and

making a report on the results of the security task

and reporting the results to the Dansat Brimob

Polda Kalteng.
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Pada lampiran yang disertakan di dalam SP Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Ajun

tersebut berisikan nama, pangkat, NRP, jabatan, Kombes Erlan Munaji mengatakan bahwa jumlah

serta jumlah nominal yang harus dibayar PT  anggota yang dikerahkan dalam pengamanan

Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) aksi massa di areal PT Hamparan Masawit

kepada setiap anggota Satbrimob Polda Kalteng Bangun Persada (HMBP) | berjumlah 500 orang

dengan klasifikasi sebagai berikut: (1) anggota yang terdirl dari anggota Polda Kalteng, Polres

berpangkat IPDA dibayar sebesar Rp5.000.000, Seruyan, serta TNI bersenjata lengkap, sehingga

(2) anggota berpangkat AIPDA dibayar sebesar menyebabkan Gijik meninggal di lokasi kejadian
Rp4.000.000, dan (3) anggota berpangkat akibat tertembak serta Tauflk Nurahman dan
BRIPTU/BHARATU/ BRIGPOL dibayar sebesar = Ambaryanto mengalami tertembak di punggung

Rp3.000.000. dan lengan serta betis.
Kemudian pada tanggal 06 Juli 2023 konflik Pasca tragedi Bangkal berdarah tanggal 07
antara warga Desa Ayawan, Desa Sukamandang, Oktober 2023 berdasarkan kesaksian-kesaksian

dan Desa Rantau Pulut melawan PT Bangun aparat yang berjaga atau PAM di areal P

Jawa Alam Permai (BJAP) Ill yang merupakan Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) |,
grup dari Best Agro International memuncak  tepatnya di afdeling 10 dan afdeling 12, setiap
setelah ditangkapnya delapan (8) warga oleh anggota yang bertugas mendapat honor Rp150

Polres Seruyan. Ratusan warga menduduki  ribu rupiah untuk melakukan patrol pengamanan.

kantor besar PT Bangun Jawa Alam Permal
(BJAP) lll dan PKS serta merusak mobil aparat

kepolisian Polres Seruyan yang dikerahkan untuk

mengamankan aksi massa.

Berdasarkan kesaksian-kesaksian yang
dikumpulkan dalam Investigasi Ini, aparat
kepolisian yang tergabung dari Polda Kalteng dan
Polres Seruyan vyang dikerahkan dalam
pengamanan aksi massa tersebut berjumlah 300
anggota. Kemudian pada tanggal 09 Juli 2023
Polda Kalteng dan Danrem 102/Panju Pajung,
setelah 1tu terjadi sweeping oleh TNI

menggunakan alat-alat perang, seperti tank di

areal PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) Il
sebagal bentuk komitmen kepada pihak

perusahaan.
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The attachment included in the SP contains Head of Public Relations of the Central
the name, rank, NRP, position, and nominal Kalimantan Regional Police, Ad]. Commissioner
amount that must be paid by PT Hamparan Erlan Munaji said that the number of members

Masawit Bangun Persada (HMBP) to each deployed to secure the mass action Iin the PT

member of the Central Kalimantan Regional Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) |

Police Mobile Brigade Corps with the following area was 500 people consisting of members of the

classification: (1) members with the rank of IPDA Central Kalimantan Regional Police, Seruyan

are paid Rp. 5,000,000, (2) members with the Police, and fully armed TNI, resulting in Gijik dying
rank of AIPDA are paid Rp. 4,000,000, and (3) at the scene from being shot and Taufik Nurahman
members with the rank of BRIPTU/BHARATU/ and Ambaryanto being shot in the back, arm and
BRIGPOL are paid Rp. 3,000,000. calf.

Then on July 6, 2023, the conflict between After the bloody Bangkal tragedy on October

residents of Ayawan Village, Sukamandang 7, 2023, based on the testimonies of the officers

Village, and Rantau Pulut Village against PT on guard or PAM In the PT Hamparan Masawit

Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) lll, which Is a Bangun Persada (HMBP) | area, precisely In

group from Best Agro International, peaked after division 10 and division 12, each member on duty

the arrest of eight (8) residents by the Seruyan received an honorarium of IDR 150 thousand

Police. Hundreds of residents occupied the main rupiah to carry out security patrols.

offices of PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP)

Il and PKS and damaged the police cars of the

Seruyan Police which were deployed to secure

the mass action.

Based on the testimonies collected In this
iInvestigation, the police officers from the Central

Kalimantan Regional Police and the Seruyan

Resort Police who were deployed to secure the
mass action numbered 300 members. Then on

July 9, 2023, the Central Kalimantan Regional

Police and Danrem 102/Panju Pajung, after that

there was a sweep by the TNI using war

equipment, such as tanks In the PT Bangun

Jawa Alam Permai (BJAP) lll area as a form of

commitment to the company.
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BAB IV Plasma dan Tonggak

4.1

4.1.1 Plasma dan Pemicu Konflik

Dalam sejarah industri sawit di Hindia Belan-

da dan kemudian Indonesia, hanya perusahaan

swasta dan BUMN eks nasionalisasi perkebunan

era kolonial yang bisa mengelola kebun kelapa

sawit. Pada dekade 1970-an, rezim Orde Baru
membuat inisiatif baru. Inisiatif itu terinspirasi dari
model sel biologis, di mana sebuah sel memiliki
dua bagian, yaitu inti dan plasma. Dengan skema
kemitraan, perusahaan bertindak sebagai 'Intl' se-
mentara masyarakat dan petani di sekitarnya

menjadi ‘plasma’.

'Inti" diharapkan dapat membantu 'plasma’,
mempersiapkan dan membina plasma, memeliha-
ra, mengelola dan menampung hasil kebun

plasma. Tahun 1977, konsep kemitraan Nucleus

Estate and Smallholders (NES) mulal diterapkan,

dengan pembiayaan dibantu dari luar neger,

salah satunya Bank Dunia.

Pemerintan memberikan insentif bagi peru-
sahaan sawit yang berkomitmen memberikan

hingga 80% area tanam mereka untuk plasma.

Lalu muncul skema PIR-Trans, yang ditetapkan
pemerintah pada tahun 1986, untuk membantu
para transmigran dari Jawa yang pindah ke sebe-

las provinsi lain. Sejumlah regulasi mengatur peri-

hal kebun plasma. Peraturan Menteri Pertanian
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Sejarah Konflik Perusahaan

Seri Konflik PT HMBP |

26/2007 misalnya, mewajibkan perusahaan yang
memegang lzin usaha perkebunan membangun
kebun untuk masyarakat, minimal seluas 20%
dari total area kebun perusahaan. Hal mendasar

dari kebiakan Ini adalah, skema ‘Intl' dan

4

Plasma’ tidak pernah ada evaluasi dan sanksi
mengenal praktik kebijakan ini. Bahkan me-
kanisme pengaduan atas dampak sosial dan
lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan
bagi korban terdampak pelanggaran HAM juga

terabaikan.

Konflik antara warga Desa Bangkal dan PT

HMBP | telah berlangsung sejak tahun 2008

ketika warga mulal menyadari bahwa PT HMBP |
tidak memenuhi janji-jJanji mereka, seperti mer-
ekrut warga setempat untuk bekerja di perusa-
haan dan menjaga kelestarian lingkungan. Keti-
dakpuasan Ini memuncak dalam aksi massa

yvang diadakan warga bersama Pemerintah Ka-

bupaten Seruyan dan PT HMBP | di Desa Bang-
kal untuk menagih tanggung jawab perusahaan.
Ketidakpuasan warga terus berlanjut hingga
tahun 2011, ketlka mereka mengejar Kades

Bangkal, Saptono, yang memegang MolU ten-

tang kesiapan PT HMBP | mengeluarkan 20%

lahan plasma.



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

CHAPTER IV Plasma and
the Milestones of Corporate Conflict

4.1
4.1.1

In the history of the palm oil industry In the

Dutch East Indies and later Indonesia, only
private companies and state-owned companies
from the colonial era of plantation nationalization
could manage palm oll plantations. In the 1970s,
the New Order regime made a new Initiative. The
Initiative was Inspired by the biological cell
model, where a cell has two parts, namely the
core and plasma. With a partnership scheme, the
company acts as the 'core' while the surrounding

community and farmers become the 'plasma’.

'Intl’ 1Is expected to help '‘plasma’, prepare

and foster plasma, maintain, manage and

accommodate plasma garden results. In 1977,

the concept of Nucleus Estate and Smallholders

(NES) partnership began to be implemented,
with financing assisted from abroad, one of
which was the World Bank.

The government provides incentives for
palm oll companies that commit to providing up

to 80% of their planting area for plasma. Then

the PIR-Trans scheme emerged, which was
established by the government in 1986, to help
transmigrants from Java who moved to eleven

other provinces. A number of regulations govern

Plasma and Conflict Triggers

PT HMBP | Conflict Series

plasma plantations. Minister of

26/2007, for

companies holding plantation business permits to

Agriculture

Regulation example, requires
build plantations for the community, at least 20%
of the total area of the company's plantation. The
fundamental thing about this policy Is that the
'Core' and 'Plasma’' schemes have never been
evaluated and sanctioned regarding the practice
of this policy. Even the complaint mechanism for
the social and environmental impacts caused and
protection for victims of human rights violations
have been neglected .

The conflict between

Bangkal Village

residents and PT HMBP | has been going on since

2008 when residents began to realize that PT

HMBP | had not fulfilled their promises, such as
recruiting local residents to work Iin the company
and preserving the environment. This
dissatisfaction culminated in a mass action held by

residents together with the Seruyan Regency

Government and PT HMBP | in Bangkal Village to

demand responsibility from the company.
Residents' dissatisfaction continued until 2011,
when they pursued the Bangkal Village Head,
Saptono, who held the MoU regarding PT HMBP

I's readiness to release 20% of plasma land.
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Pada tahun 2013, warga mengkonsoli-

dasikan dirl dengan mengadakan aksli massa di

Kantor Bupati Seruyan, Kuala Pembuang, selama
seminggu. Aksi Inl melibatkan 20 desa di tiga ke-
camatan: Seruyan Raya, Danau Sembuluh, dan
Hanau. Tuntutan mereka adalah agar Pemkab Se-
ruyan dan PT HMBP | memenuhi janji-janji yang
telah diberikan. Konfllk semakin memanas pada

tahun 2015 ketika warga melakukan aksi massa di
lahan seluas 1.175 hektar di luar HGU P

Ham-

paran Masawit Bangun Persada (HMBP) |, tempat
yang sama dengan terjadinya kasus penembakan

Gijik, Taufik Nurahman, dan Ambaryanto.

Tahun 2018, warga menolak tawaran lahan
seluas 175 hektar di luar HGU PT HMBP | untuk

dibangun sebagal perkebunan koperasi setelah

diadakan RDP di Kuala Pembuang. Ketegangan
berlanjut hingga tahun 2023, dengan berbagai su-

rat-menyurat antara Dewan Pengurus Daerah

TBBR Kabupaten Seruyan, PT HMBP |, dan

Pemkab Seruyan terkait realisasi plasma dan

4.1.2 Tonggak Pengambilalihan Lahan

mediasi yang diadakan pada 16 September
2023. Warga yang merasa tidak puas dengan

hasil mediasi tersebut kemudian melakukan aksi

massa di depan Kantor Besar PT HMBP | dan

menutup akses utama perusahaan.

Pada tanggal 18 September 2023, mediasi
diadakan di
tidak ada kesepakatan yang tercapai. Akibatnya,

kembali Palangka Raya, namun

aksl massa kembali terjadi pada 21 September

2023, yang berakhir dengan pembakaran
fasilitas perusahaan. Menyusul kejadian ini,
berbagal surat-menyurat dan musyawarah

kemball diadakan antara warga Desa Bangkal,

PT HMBP I, dan Pemkab Seruyan, namun belum

ada solusi yang memuaskan. Hingga 4 Oktober

2023, warga Desa Bangkal membuat petisi

penolakan terhadap hasil keputusan rapat
sebelumnya, dan pada 6 Oktober 2023, Pemdes
Bangkal mengadakan rapat untuk membahas
pembentukan koperasi baru sebagal bentuk

upaya penyelesalian masalah.

Warga Desa Bangkal oleh PT HMBP |

Pada tahun 1975, sebagian besar warga Desa

Bangkal, sebanyak 328 kepala keluarga (KK) atau

sekitar 70% dari populasi saat itu, mengelola lahan berladang dengan luas satu hektar per KK. Seiring

waktu, pada tahun 19895, luas lahan per KK meningkat menjadi dua hektar. Perubahan ini dipicu oleh

kemajuan dalam alat produksi pertanian, yang memungkinkan pengelolaan lahan secara lebih efektif.

Pada tahun 1996, Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Republik Indonesia menerbitkan

Persetujuan Prinsip Nomor 1139/MENHUTBUN-VIII/1999 mengenal pencadangan kawasan hutan

seluas 13.500 hektar untuk PT HMBP |. Persetujuan ini diikuti oleh persetujuan resmi pada tahun 1999,

yvang mengikat PT HMBP | untuk menyertakan masyarakat setempat dalam koperasi plasma dengan

partisipasi saham sebesar 20%.
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In 2013, residents consolidated themselves

by holding a mass action at the Seruyan

Regent's Office, Kuala Pembuang, for a week.

This action Involved 20 villages In three

sub-districts: Seruyan Raya, Danau Sembuluh,

and Hanau. Their demands were for the Seruyan

Regency Government and PT HMBP | to fulfill
the promises that had been made. The conflict
escalated In 2015 when residents held a mass
action on 1,175 hectares of land outside the
HGU of PT HMBP |, the same place where the

shootings of Gijik, Tauflk Noor Rahman, and

Ambaryanto occurred.

In 2018, residents rejected an offer of 175
hectares of land outside the HGU of PT HMBP |

to be developed as a cooperative plantation after

a RDP was held In Kuala Pembuang. The

tension continued until 2023, with various

correspondence between the TBBR Regional

Management Board of Seruyan Regency, PT

HMBP |, and the Seruyan Regency Government

4.1.2 Milestones in the Acquisition of

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

regarding the realization of plasma and mediation
held on September 16, 2023. Residents who were
dissatisfied with the results of the mediation then

held a mass action in front of the PT HMBP | Head

Office and closed the company's main access.

On September 18, 2023, mediation was held
again In Palangka Raya, but no agreement was
reached. As a result, mass action occurred again
on September 21, 2023, which ended with the
burning of company facllities. Following this

Incident, various correspondence and

deliberations were held again between Bangkal

Village residents, PT HMBP |, and the Seruyan

Regency Government, but no satisfactory solution
was found. Until October 4, 2023, Bangkal Village

residents made a petition rejecting the results of
the previous meeting's decision, and on October

6, 2023, the Bangkal Village Government held a

meeting to discuss the formation of a new

cooperative as an effort to resolve the problem.

Land of Bangkal Village Residents by PT HMBP |

In 1975, most of the residents of Bangkal Village, as many as 328 heads of families (KK) or around

/0% of the population at that time, managed farming land with an area of one hectare per KK. Over time,

In 19895, the area of land per KK increased to two hectares. This change was triggered by advances In

agricultural production tools, which allowed for more effective land management.

In 1996, the Minister of Forestry and Plantations of the Republic of Indonesia issued Principle

Approval Number 1139/MENHU TBUN-VIII/1999 concerning the reservation of a forest area of 13,500

hectares for PT HMBP |. This approval was followed by an official approval in 1999, which bound PT

HMBP | to include the local community in the plasma cooperative with a share participation of 20%.
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Memasuki tahun 2003, PT Hamparan
Bangun Persada (HMBP) |

melakukan penyemaian bibit dengan menyewa

Masawit mulal

lahan milik warga Desa Bangkal bernama Incun
seluas 16 hektar. Sosialisasi mengenai aktivitas
Inl dilakukan pada 23 Februari 2004, dengan
dihadiri Darwan All.

oleh Bupati Seruyan

pemerintah Kabupaten Seruyan, DPRD Seruyan,

serta perwakilan PT Hamparan Masawit Bangun

Persada (HMBP) |. Kepala Desa Bangkal,
Saptono, bersama 69 tokoh masyarakat
setempat, menyambut kegiatan sosialisasi
tersebut.

Namun, sesual dengan UU Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 104 tentang adat
istliadat, warga desa menolak dan melarang
pertemuan tersebut. Penolakan ini berlanjut pada

17 September 2005 ketika Bupati

Darwan All menerbitkan 1zin lokasi untuk PT

Seruyan

Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I,
dan pada 17 Januari 2007, Surat Bupati Seruyan
mengenal Hak Guna Usaha (HGU) PT Hamparan
Bangun Persada (HMBP) |
11.229,122 hektar diterbitkan. BPN Rl kemudian
mengabulkan permohonan HGU tersebut pada 20
Juni 2007 .

Masawit seluas

Desember 2000,

Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl menerbit-

Sebelum Iitu, pada 7

kan risalah pemeriksaan tanah yang menya-

takan bahwa tanah yang termasuk dalam admin-

Istrasi Kecamatan Danau Sembuluh, Desa
Bangkal, merupakan Kawasan Pengembangan
Produksi (KKP) dan telah diukur secara kadas-
tral. Pada periode 2006-2007, PT
sawit Bangun Persada (HMBP) | mulal melaku-

kan land-clearing dan Ganti Rugi Tanah (GRTT)

amparan Ma-

kepada 328 KK dengan menawarkan harga
hanya Rp 400-Rp 500 ribu per hektar.

Beberapa warga yang tetap mempertah-

ankan |lahan mereka di dalam area HGU PT

Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)
adalah Tambi Lesor dengan luas 5 hektar, James
Watt dengan luas 8 hektar, Mariani dengan luas
4 hektar, Ibu Mariani dengan luas 5 hektar, dan

Atel Udeh dengan luas 2 hektar, meskipun

mereka masih berada dalam area HGU tersebut

hingga saat ini.

4.1.3 Akar Utama Kemunculan Konflik dengan PT HMBP |

Konflik berdarah di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah, pada 7 Oktober 2023 merupakan puncak

dari permasalahan yang telah berlangsung selama 20 tahun. PT Hamparan Masawit Bangun Persada

(HMBP) mulal beroperasi di Desa Bangkal pada tahun 2007 tanpa melalui sosialisasi yang jelas kepada

masyarakat. Kehadiran perusahaan ini memecah belah warga, antara yang menerima dan menolak.

Janji kesejahteraan yang disampaikan oleh Bupati Seruyan kala itu, Darwan Ali, dan PT Hamparan

Masawit Bangun Persada (HMBP) tidak pernah terwujud. Hal inl memicu ketidakpuasan warga yang

terus berlanjut hingga berujung pada perjanjian pada 26 Oktober 2013.
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—ntering 2003, PT HMBP | began sowing

seeds by renting land owned by a Bangkal
Village resident named Incun measuring 16
hectares. Socialization regarding this activity
was carried out on February 23, 2004, attended
by the Regent of Seruyan Darwan Ali, the

Seruyan Regency government, the Seruyan

DPRD, and representatives of PI Hamparan
Masawit Bangun Persada (HMBP) |. The Head

of Bangkal Village, Saptono, along with 69 local
community leaders, welcomed the socialization
activity.

However, In accordance with Regional

Autonomy Law Number 22 of 1999 Article 104
concerning customs, the villagers rejected and
prohibited the meeting. This rejection continued

on September 17, 2005 when the Regent of

Seruyan Darwan All issued a location permit for

PT Hamparan Masawit Bangun Persada

(HMBP) |, and on January 17, 2007/, the Letter of
the Regent of Seruyan regarding the Right to
Cultivate (HGU) of PT Hamparan
Bangun Persada (HMBP) | covering an area of
11,229.122 hectares was issued. The BPN RI

Masawit

then granted the HGU application on June 20,
2007 .

4.1.3 Main Roots of Conflict with PT HMBP |

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Prior to that, on December 7, 20006, the Head
of the National Land Agency of the Republic of
Indonesia Issued a land inspection report stating

that the land included Iin the administration of

Danau Sembuluh District, Bangkal Village, was a

Production Development Area (KKP) and had

been measured cadastrally. In
2006-2007,

Persada (HMBP) | began land-clearing and Land

the period

PT Hamparan Masawit Bangun

Compensation (GRTT) to 328 families by offering
a price of only Rp 400 - Rp 500 thousand per

hectare.

Several residents who continue to maintain

their land within the HGU area of PT Hamparan

Masawit Bangun Persada (HMBP) | are Tambi
Lesor with an area of 5 hectares, James Watt with
an area of 8 hectares, Mariani with an area of 4
hectares, Ibu Mariani with an area of 5 hectares,

and Atel Udeh with an area of 2 hectares, even

GU area to this

though they are still within the
day.

The bloody conflict in Bangkal Village, Central Kalimantan, on October 7, 2023 was the culmination

of a problem that had been going on for 20 years. PT. HMBP began operating in Bangkal Village in 2007

without going through clear socialization to the community. The presence of this company divided the

residents, between those who accepted and those who rejected. The promise of welfare conveyed by

the Regent of Seruyan at that time, Darwan Ali, and PT. HMBP never materialized. This triggered

dissatisfaction among residents which continued until it culminated in an agreement on October 26,

2013.
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Isi Perjanjian dan Ketidakpuasan Warga,
Perjanjian tersebut berisi tiga poin utama:

o Kontribusi PT. HMBP pada pembangunan infrastruktur desa dan penyelesaian perselisihan lahan.

2,

Januari 2014.

9 perusahaan)

Namun, jan|l penyediaan kebun plasma yang
diharapkan menjadi penunjang kesejahteraan
warga tidak kunjung direalisasikan selama lebih
dari satu dekade. Ketidakpuasan dan kesabaran
warga yang telah mencapal batasnya memicu
aksl demonstrasi pada 7 Oktober 2023. Aparat
keamanan yang berusaha membubarkan aksi
demonstrasi melakukan tindakan represif dengan

menembakkan gas air mata dan peluru tajam.

Peristiwa berdarah IN|

menunjukkan
kegagalan pemerintah dan perusahaan dalam
menyelesalkan konflik agraria dengan cara yang
adil

kekerasan aparat keamanan dan solusi permanen

dan damail. Investigasi atas tindakan

untuk menyelesalkan sengketa lahan di Desa

Bangkal masih belum jelas.

Tragedi 7 Oktober 2023: Bangkal Berdarah

Tragedi yang terjadi pada 7 Oktober 2023 di

Desa Bangkal dikenal dengan sebutan "Bangkal

Media

menyebutkan dua korban, yaitu Gijik dan Taufik

Berdarah."

massa awalnya hanya

Noor Rahman, tetapi setelah dilakukan
pendalaman lebih lanjut, ditemukan bahwa ada
tiga korban dalam konflik tersebut. Korban ketiga

adalah Ambaryanto.

37

Pembangunan kebun plasma seluas 2 hektar untuk setiap kepala keluarga, paling lambat awal

Petani plasma boleh melewati areal PT HM
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P | dengan koordinasi pihak keamanan (security

Kejadian Ini bermula pada pukul 09.00 WIB
ketika massa aksi berpindah ke Pos 2 PT HMBP

| untuk menduduki lahan yang mereka klaim

sebagal milik warga. Lahan tersebut berada di
luar Hak Guna Usaha (HGU)
dengan luas 1.175 hektare, tepatnya di afdeling
10 dan 12. Pada pukul 10.00 WIB, aparat

kepolisian meminta massa untuk membubarkan

perusahaan

dirl, namun mereka menolak dan tetap bertahan,
yang kemudian direspons oleh aparat dengan

melepaskan lima kall tembakan gas air mata.

Sekitar pukul 11.38 WIB, dalam sebuah
video yang beredar, terdengar instruksi dari
seorang anggota polisi agar gas air mata
diarahkan langsung ke massa, bukan ke atas.

Instruksl serupa juga terdengar dari sebuah

video lain yang direkam oleh warga Desa

Bangkal, di mana seorang pimpinan polisi
dengan menggunakan megaphone memberikan
perintah untuk maju dan menembak massa aksi.
Akibat dari tindakan aparat Ini, tiga orang
menjadi korban; Gijik meninggal di tempat, Taufik
Nurahman terluka tembak di punggung, dan

Ambaryanto terluka tembak di lengan dan betis.
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Contents of the Agreement and Citizens Dissatisfaction,

The Agreement contains three main points:

o PT. HMBP's contribution to village infrastructure development and land dispute resolution.

9 2014

9 security )

However, the promise of providing plasma
plantations that were expected to support the
welfare of the residents has not been realized for
more than a decade. The dissatisfaction and
patience of the residents who have reached their
limits triggered a demonstration on October 7,
2023. Security forces who tried to disperse the
demonstration took repressive action by firing tear

gas and live bullets.

This bloody incident shows the failure of the
government and the company to resolve agrarian
conflicts In a fair and peaceful manner.
Investigations Into the violent actions of security

forces and permanent solutions to resolve land

disputes In Bangkal Village are still unclear.

Tragedy of 7 October 2023: Bangkal is Bloody

The tragedy that occurred on October 7,
2023 In Bangkal Village I1s known as "Bloody
Bangkal." The mass media initially only mentioned

two victims, namely Giik and Tauflk Noor

Rahman, but after further investigation, it was
discovered that there were three victims In the

conflict. The third victim was Ambaryanto.

Development of a 2 hectare plasma plantation for each head of family, no later than early January

Plasma farmers may pass through the PT HMBP | area with coordination with security ( company

The Incident began at 09.00 WIB when the

protesters moved to Post 2 of PT HMBP | to

occupy land that they claimed belonged to
residents. The land Is outside the company's
Land Use Rights (HGU) with an area of 1,175
hectares, precisely In divisions 10 and 12. At
10.00 WIB, the police asked the protesters to
disperse, but they refused and remained, which
was then responded to by the police by firing five

rounds of tear gas.

At around 11:38 WIB, In a circulating video,
Instructions were heard from a police officer to
direct tear gas directly at the crowd, not upwards.

Similar instructions were also heard from another

video recorded by residents of Bangkal Village,
where a police leader using a megaphone gave
orders to advance and shoot the protesters. As a
result of these actions by the officers, three
people became victims; Gijik died on the spot,
Taufik Nurahman was shot In the back, and

Ambaryanto was shot in the arm and calf.
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Korban-korban tersebut kemudian

ke Puskesmas Terawan KM 69
sebelum dirujuk ke RSUD Murjani

Namun, karena fasilitas di RSUD Murjani Sampit

dievakuasi

Sampit.

tidak memadai, Taufik Nurahman yang mengalami
luka tembak serius dirujuk ke RSUD Dr. Doris

Silvanus Palangka Raya. Keluarga Gijlk menolak

untuk merujuk jenazahnya dan memutuskan

untuk membawanya pulang ke Desa Bangkal.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian
perkara (TKP), Jarak antara korban dan anggota
Brimob hanya 50 meter saat Gijik tertembak.
Saksl mata menyebutkan bahwa Gijik tertembak
dari arah belakang saat la membelakangi aparat,
dengan jarak hanya 5 meter dari Taufik Noor
Rahman. Sekitar pukul 12.00 WIB, massa aksi
akhirnya berpencar dan melarikan diri ke hutan,
perkebunan kelapa sawit, atau kembali ke rumah
mereka karena terus dihadang oleh tembakan gas
alr mata dari aparat Brimob. Selain itu, lebih dari
40 kendaraan motor milik warga dirusak oleh

aparat dan diangkut menggunakan truk.

Pasca Tragedi Bangkal Berdarah

Keesokan harinya, pada 8 Oktober 2023,
diadakan rapat di Hotel Aquarius Boutique Sampit
untuk membahas penyelesaian masalah antara
warga Desa Bangkal dan PT HMBP |I.
dihadiri
Tengah, Ketua DPRD Provinsi, Pj Bupati Seruyan,

Rapat

tersebut oleh Gubernur Kalimantan

Pj] Sekda Seruyan, P| Kepala Desa, dan Damang.
Rapat tersebut menyimpulkan bahwa lahan yang

diberikan kepada warga adalah seluas 443 hektar,
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dengan uang DAP sebesar Rp 650 ribu per
hektar (ditambah Rp 350 ribu dari sebelumnya
Rp 300 ribu).

Pada 9 Oktober 2023, sekitar pukul 11.50

WIB, Gubernur Kalimantan Tengah mengunjungi

rumah almarhum Gijik di Desa Bangkal dan
menyerahkan dana kepada keluarga korban.
Gubernur Sugianto Sabran juga berjanji kepada

warga untuk menyelesalkan masalah konflik

dengan PT HMBP | dalam waktu seminggu. Jika

diperlukan, 1a bahkan akan mengusulkan

kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut
izin HGU PT HMBP | jikka perusahaan tidak
merealisasikan tuntutan warga atas lahan seluas

1.175 hektar tersebut.
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The victims were then evacuated to the  The meeting concluded that the land given to

Terawan KM 69 Health Center before being residents was 443 hectares, with DAP funds of

referred to the Murjani Sampit Regional Hospital. IDR 650 thousand per hectare (plus IDR 350

However, because the facilities at the Murjani  thousand from the previous IDR 300 thousand).

Sampit Regional Hospital were inadequate, Taufik

Nurahman who suffered serious gunshot wounds On October 9, 2023, at around 11.50 WIB,

was referred to the Dr. Doris Silvanus Palangka the Governor of Central Kalimantan visited the

Raya Regional Hospital. Gijik's family refused to  house of the late Gijik In Bangkal Village and
refer his body and decided to take him home to handed over funds to the victim's family.

Bangkal Village. Governor Suglanto Sabran also promised

residents to resolve the conflict with PT HMBP |

Based on the results of the crime scene  within a week. If necessary, he would even

investigation (TKP), the distance between the propose to President Joko Widodo to revoke PT

victim and the Brimob members was only 50 HMBP I's HGU permit if the company did not

meters when Gijilk was shot. Eyewitnesses said  fulfill residents’ demands for the 1,175-hectare
that Gijik was shot from behind when he had his land.

back to the officers, with a distance of only 5

meters from Taufik Noor Rahman. At around 12.00

WIB, the demonstrators finally scattered and fled

to the forest, palm olil plantations, or returned to

their homes because they continued to be blocked

by tear gas shots from Brimob officers. In addition,

more than 40 motorbikes belonging to residents

were damaged by officers and transported using

trucks.

Post-Blood Bangkal Tragedy

The next day, on October 8, 2023, a meeting was

held at the Aquarius 